KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/Kep.100.A-BPKD/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 028/Kep.789-BPKD/2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018

BUPATI BEKASI,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bekasi sesual Keputusan Bupati Nomor;
821.2/Kep. 288-BKPPD/2018 tfanggal 23 Februari 2018, maka
Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang yang semula telah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Bekasi Nomor 028/Kep 789-BPKD/2017 tanggal 29
Desember 2017, tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri perlu ditinjau dan disesuaikan
kembali,

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, maka perubahannya lersebul perlu ditetapkan
kembali dengan Keputusan Bupal

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1850},

2. Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesian Nomaor 4255),

3. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335},

4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400)



Menslapkan

PERTAMA

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahu 2004 Momor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Lndang Momor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
=28, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
574

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Miik MNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 teitang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita MNegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547},

9. Peraturan Daeran Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomeor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomar 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomaor B),

11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tenlang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah HKabupaten Bekasl Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017

Nomaor 8),

12 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomar 50);

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Ceria Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
{Benta Daeran Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 81},

14 Peraturan Bupatl Bekasi Nameor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Barang Mk Daerah Kabupaten Bekas| (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55)

MEMUTUS KAN::

Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep.789-E2KD2017
tentang  Penunjukan  Pejabat  Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna



pada Sekretanat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bekasi Tahun
2018

KEDUA . Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah
merubah  ketentluan Lampiran nama Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang, yang semula :

PR e ST —

| No | _ Nama ‘Jabatan Dalam SKPD - Ditunjuk Sebagai
1 2 T i 3 4
1 | H AGUSTINI SRI WAHYUNI | SEKRETARIS DEWAN | PENGGUNA BARANG
M Prd PERGLURUS KORPE]

NIP 18660828 200701 2 014

diubah sebagai berikut -

‘No ~ Nama Jabatan Dalam SKPD Ditunjuk Sebagai
MR T D SRR i 4
1 | Drs. ASEP SUTENDH, M.5i SERHRETARIS DEWAN PENGGLUNA BARANG

MNP 1897204710 198203 7 010 FENGURUS KORPRI

KETIGA . Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan Bupati Nomor 028/Kep.789-BPKD/2017  tentang
Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna

KEEMPAT : Keputusan ini mular berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbakan
sebagaimana mestnya, apabila dikemudian han lermyata terdapat
kekeliruan didalamnya

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 23 Fabruari 2018

J&p BUPATI BEKASI {

j// dr. Hi. ueﬁeﬂzﬂ;.mm YASIN

Tembusan : disampaikan kepada Yih
1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi:

7 Inspekiur Kabupaten Bekasi. )
3 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi;

4 Sekretariat Dewan Pengurus Korpr,



